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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham
Akibat Perjanjian Kerjasama Yang Tidak Dilaporkan Direktur Pada RUPS
PT. Trias Patriot Sejahtera dilatarbelakangi oleh adanya perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh direktur PT. Trias Patriot Sejahtera yang melakukan
perjanjian kerjasama tanpa melaporkan kepada Komisaris maupun RUPS. Tujuan
penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan atau dasar
dan perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham karena tidak melaporkan
bentuk kerja sama pada RUPS. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait
dengan pertanggungjawaban Direksi terhadap kerugian yang dialami Pemegang
Saham akibat perjanjian kerja sama yang dilakukan direktur PT. Trias Patriot
Sejahtera. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian ini
dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Perlindungan hukum terhadap Pemegang
Saham yang dirugikan oleh Direksi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan
kepada Perseroan sesuai Pasal 61 ayat (1) UUPT dan dapat mengajukan gugatan
atas dasar perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH
Perdata. 2. Tanggung jawab yang diberikan kepada Direksi harus dijalankan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Direksi terbukti dinyatakan
melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian, maka
Direksi dapat digugat secara pribadi ke Pengadilan Negeri sesuai kedudukan
Perseroan. Hal ini berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) yang telah mengatur
mengenai tanggung jawab Direksi atas kerugian dari perbuatan yang
dilakukannya.

Kata Kunci : Direksi, Perlindungan, Pemegang Saham,

Pembimbing Utama; Pembimbing Pembantu,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. Dian/Afrilia, S.H.,M.H.
NIP. 198003082002122002 NIP. 198204132015042003
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Ketua Bagian Hukum Perdata,
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini telah mengalami banyak
perubahan yang mengarah pada kemajuan. Perekonomian yang diselenggarakan
harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang telah diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV tentang
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (4) yaitu
mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional. ' sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan

pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak agar terus-
menerus melakukan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia
secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat yang
demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Adanya Undang-Undang dalam tata hukum nasional merupakan suatu

norma dan suatu nilai filosofis sebagai sebuah kemutlakan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan dalam
memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha untuk menghadapi

perkembangan perekonomian pada era sekarang maupun yang akan datang

! Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tentang Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial, Bab X1V, pasal 33, ayat (4) Tahun 1945



dibutuhkan dukungan lembaga badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan
Terbatas yang dapat membantu terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif
yang digerakkan dalam kerangka dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas.? Definisi Perseroan Terbatas merupakan salah satu
bentuk badan usaha yang banyak diminati dan digandrungi oleh pelaku bisnis. Hal
ini didasarkan pada keyakinan bahwa Perseroan Terbatas dapat dijadikan sebagai
sarana dalam mengumpulkan modal yang lebih besar daripada jenis badan usaha
yang lain. Perseroan Terbatas ini juga merupakan badan usaha yang berbadan
hukum sehingga dianggap mampu melakukan berbagai perbuatan-perbuatan

perdata.

Perseroan Terbatas memiliki karakteristik utama yaitu memiliki harta terpisah
dari Pemegang Saham sebagai pemilik. Perseroan Terbatas tidak dapat dibubarkan
secara sepihak oleh para Pemegang Saham dikarenakan pembubaran suatu badan
usaha yang berbadan hukum harus memenuhi ketentuan dan telah memenuhi
persyaratan pembubaran badan usaha yang sesuai dengan aturan Anggaran Dasar
% Definisi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan dari adanya suatu perjanjian, melakukan berbagai
kegiatan usaha dengan memiliki modal dasar yang dimana seluruh nya dibagi-

bagi ke dalam beberapa saham dan telah memenuhi persyaratan yang telah

? Frans Satrio Wicaksono., Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris
Perseroan Terbatas., Visimedia, Jakarta, 2009, hal. 1

% Lim Fandri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas yang Belum Melakukan
Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (Studi
Perbandingan Hukum dengan Law of Malaysia Act A 1299 Companies (Amandement) Act
2007)”., Fakultas Hukum, Universitas International, Batam, 2013, hal.22



ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaanny. * Suatu
Perseroan Terbatas memiliki organ yang berfungsi untuk membantu pengelolaan
perusahaan dalam hal ini ialah guna menggerakkan dan menjalankan setiap
aktivitas pada Perseroan Terbatas. Organ pada Perseroan Terbatas tersebut terdiri
dari 3 organ diantaranya Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) (RUPS). Terkait dengan organ Perseroan Terbatas tersebut telah diatur
dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 2
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (RUPS), Direksi, dan Komisaris
yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan setiap organ perusahaan

terbatas.’

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang
berbeda dengan Komisaris dan Direksi. Dalam hal ini kewenangan yang dimiliki
oleh RUPS tidak dimiliki oleh Komisaris maupun Direksi. Hal ini telah diatur
dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas dan telah diatur pula dalam Anggaran Dasar . RUPS dalam hal ini terdiri
dari para Pemegang Saham yang menanamkan modalnya di suatu Perseroan.®
Organ Perseroan Terbatas selanjutnya ialah Komisaris perangkat untuk
mengawasi tindakan Direksi dalam mengelola atau mengurus perusahaan dan
wajib memberikan arahan maupun nasihat terhadap Direksi, serta melapor pada

Perseroan tentang kepemilikan sahamnya. Komisaris selain memiliki kewajiban

* Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40, tentang Perseroan Terbatas, Bab |,
Pasal 1, Angka 1, tahun 2007

® M. Faisal Rahendra Lubis, “Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas
Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan dan Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007”., Hukum Kaidah, VVol.17 Nomor 2 tahun 2018, hal. 34

® M. Yahya Harahap., Hukum Perseroan, Cet. Ketiga., Edisi ketujuh, Sinar Grafika,
Jakarta, 2011, hal. 71



juga memiliki kewenangan jika Direksi berhalangan dapat bertindak sebagai
pengurus, dapat meminta keterangan Direksi dan pada alasan tertentu dapat

memberhentikan Direksi untuk sementara waktu.’

Selain daripada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Komisaris,
terdapat organ Perseroan Terbatas berikutnya yaitu Direksi merupakan salah satu
dari organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan dan memiliki
tanggungjawab secara penuh dalam menjalankan setiap aktivitas suatu Perseroan
dan harus sejalan dengan maksud dan tujuan suatu Perseroan dan Direksi juga
berwenang untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar.?
Untuk menjadi seorang Direksi harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah
diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang mana persyaratan tersebut terasa sumir.
Persyaratannya tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang seperti

kualifikasi Pendidikan calon Direksi, keahlian ataupun pengalamannya.

Hal yang paling penting adalah calon Direksi tersebut sehat jasmani dan
rohani. Jadi dapat dikatakan untuk menjadi seorang Direksi bisa dari kalangan
manapun.’ Dalam hal pemberian kuasa dari Presiden Direktur yang memberikan
kuasa pada seorang Direksi yang lain dalam hal melaksanakan suatu kepentingan
Perseroan, sebenarnya hal tersebut tidak memiliki aturan yang jelas dalam UU

No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada hakikatnya antar Direksi

7 Zainal Asikin dan Wira Pria, Pengantar Hukum Perusahaan., Prenadamedia Group,
Jakarta, 2016, hal.96

® Herri Swantoro., Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit, Rayyana
Komunikasiindo, Jakarta, 2019, hal.42.

° Binoto Nadapdap., Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40
Tahun 2007, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020, hal. 122



tidak boleh ada yang memberi kuasa ke sesama Direksi untuk kepentingan apapun
dalam suatu Perseroan. Apabila hal ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa
perbuatan tersebut merupakan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab

seorang Direksi dalam mengelola dan mengurus Perseroan Terbatas.

Setiap Direksi masing-masing dimungkinkan memiliki tugas dan tanggung
jawab yang berbeda. Oleh karena itu Direksi tidak diperkenankan untuk
memberikan kuasa ke sesama Direksi karena akan ada saatnya setiap Direksi akan
memberikan pertanggungjawaban masing-masing di setiap tugas dan tanggung
jawab yang telah dibebankan oleh Pemegang Saham. ° Direksi dalam
menjalankan tugasnya diberikan kekuasaan yang penuh sehingga diharapkan
dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar .
Apabila Direksi melakukan suatu pelanggaran yang menyimpang dari maksud dan
tujuan yang termuat dalam Anggaran Dasar , maka yang akan menanggung semua

sanksi akibat tindakan Direksi tersebut adalah Perseroan.!

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas Pasal 92 dan Pasal 97 Direksi harus menjalankan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan yang di tentukan dalam Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar . Namun dalam pelaksanaannya Direksi

tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai negara

1% Binoto Nadapdap, Direksi Perseroan Terbatas Kajian Berdasarkan Parameter Hukum,
Jala Permata Aksara, Jakarta, 2014, hal. 219-220

1 Adhisti Kinanti et.al., “Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan Ultra Vires Menurut
UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Diponegoro Law Jurnal., Vol.5 Nomor
3 tahun 2016, hal.3



hukum, tentu harus memiliki pengaturan yang dapat menjadi landasan dalam
memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan terutama Pemegang
Saham akibat perbuatan direksi dalam membuat keputusan yang merugikan

Perseroan Terbatas.

Pada skripsi ini dilakukan analisa kasus adanya kesalahan yang dilakukan
direktur Perseroan dalam perjanjian kerjasama. Kasus ini terjadi di Perusahaan
PT. Trias Patriot Sejahtera yang dalam hal ini Direktur perusahaannya melakukan
kerjasama dengan pihak kontraktor berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dengan PT. Bara Mitra Energi. Perjanjian
kerjasama ini dalam kenyataannya pada laporan pertanggungjawaban Direksi
Perusahaan tidak melaporkan bentuk kerjasama yang mengakibatkan timbulnya

kerugian terhadap PT. Trias Patriot Sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas
permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan
Hukum Terhadap Pemegang Saham Akibat Perjanjian Kerjasama yang

Tidak Dilaporkan Direktur Pada RUPS PT. Trias Patriot Sejahtera”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham apabila
direktur melakukan kesalahan karena tidak melaporkan bentuk kerja
sama pada RUPS?

2. Bagaimana tanggung jawab direktur PT. Trias Patriot Sejahtera
terhadap Pemegang Saham yang dirugikan akibat perjanjian kerjasama

yang dilakukannya?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian

diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan atau dasar dari
perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham karena tidak
melaporkan bentuk kerja sama pada RUPS

2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan
pertanggungjawaban Direksi terhadap kerugian yang dialami Pemegang
Saham akibat perjanjian kerja sama yang dilakukan direktur PT. Trias

Patriot Sejahtera



D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1.  Manfaat Teoritis
a. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum korporasi
atau perusahaan
b. Untuk literatur dalam proses belajar mengajar
c. Untuk bahan bagi penelitian lanjutan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman
yang komprehensif bagi semua pihak terkait pendirian, pemilikan,
pengelolaan dan pihak-pihak yang berhubungan atau melakukan transaksi
dalam Perseroan Terbatas serta dalam pemecahan masalah tanggung jawab
Direksi yang melakukan tindakan merugikan terutama bagi Pemegang

Saham.
E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dalam bidang Hukum
Perdata yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang
Saham Akibat Perjanjian Kerjasama yang Dibuat oleh Direktur Perseroan. Penulis
dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum akibat kesalahan yang
dilakukan direktur Perseroan dalam perjanjan kerjasama yang merugikan

Pemegang Saham, dan pertanggungjawaban Direksi suatu Perseroan atas kerugian



yang dialami Pemegang Saham dalam suatu Perseroan. Batasan kajian pada kasus
di Perusahaan PT. Trias Patriot Sejahtera yang dalam hal ini Direktur
perusahaannya melakukan kerjasama dengan pihak kontraktor berdasarkan
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dengan
PT. Bara Mitra Energi. Perjanjian kerjasama ini dalam kenyataannya pada laporan
pertanggungjawaban Direksi Perusahaan tidak melaporkan bentuk kerjasama yang

mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap PT. Trias Patriot Sejahtera.
F.  Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan ilmu terkait dengan langkah-langkah yang
harus dilewati atau tata cara dalam pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk
memahami suatu subjek ataupun objek penelitian yang akan dilakukan, hal ini
dilakukan sebagai upaya dalam menemukan jawaban yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.? Penelitian ini
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah
penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif biasa
disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan atau
studi dokumenter. Dengan kata lain penelitian ini merujuk pada peraturan-
peraturan yang tertulis. Sedangkan pada penelitian kepustakaan merujuk pada

sumber sekunder berupa buku, maupun dokumen resmi. Menurut Mukti Fajar

12 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar., “Metodologi Penelitian Hukum sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”., Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, Juni
2020, hal. 23
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ND dan Yulianto Achmad mengatakan bahwa Penelitian hukum meletakkan
hukum sebagai sistem norma yang mana mengenai asas-asas, kaidah, maupun
norma dari suatu perUndang-Undangan, perjanjian, putusan pengadilan
maupun dari doktrin-doktrin para ahli.*® Penelitian ini mengkaji norma-norma
hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Pemegang
Saham akibat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh direktur. Norma-norma
tersebut berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah
menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (Statute Approach) dan
pendekatan kasus (The Case Approach). Pendekatan perUndang-Undangan
dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan
menganalisa semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu
hukum yang akan ditangani. Sedangkan pendekatan kasus merupakan
pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang memiliki
kaitan dengan masalah yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang inkracht. **
3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library
research). Bahan Pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini yang

digolongkan pada data sekunder. Data sekunder ini berupa data yang

3 Ishag., Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,
Alfabeta, Bandung, 2017, hal.27
' Bachtiar., Metode Penelitian Hukum., UNPAM PRESS, Banten, 2018, hal.82-83
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mencakup buku-buku, dokumen-dokumen, maupun hasil penelitian yang
berbentuk laporan. Sumber bahan hukum penelitian yang digunakan penulis
terbagi menjadi 3 jenis yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahan hukum
primer adalah bahan hukum yang merupakan hasil dari suatu kegiatan
yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk hal
tersebut.™ Bahan hukum primer ini berupa Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas LN. 2007 No0.106, TLN No.4756,
Anggaran Dasar PT. Trias Patriot Sejahtera.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
digunakan sebagai pelengkap atau dapat memberikan penjelasan
tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini
berupa buku-buku hukum, jurnal-junal hukum, makalah maupun
artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang dapat

memberikan penjelasan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

% Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan
Empiris., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.157
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sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa ensiklopedia maupun

kamus hukum serta kamus bahasa Indonesia.*®

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Data yang diperoleh menggunakan data sekunder vyaitu data yang
diperoleh tidak secara langsung ke lapangan melainkan data yang diperoleh
dari buku-buku, jurnal-jurnal, tesis, artikel, makalah dari internet, dokumen-
dokumen, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti. Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini didukung dengan
melakukan wawancara kepada narasumber guna mendapatkan informasi
maupun bahan yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai topik
yang diulas dan studi kepustakaan (library research).
5. Teknik Analisis Penelitian

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis kualitatif
yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan
hukum vyaitu dari data sekunder yang telah dikumpulkan terkait dengan

permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah kesimpulan

induktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan cara berfikir dari pengamatan

18 1hid.
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terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat

umum atau bisa dikatakan cara berfikir dari khusus ke umum.’

7 Imron Mustofa., “Jendela Logika dalam Berfikir Deduksi dan Induksi sebagai Dasar
Penalaran limiah”., EI-Banat., Vol. 6 Nomor 2 tahun 2016, hal 135
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